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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini bahwa untuk mengetahui peran kepala soa dalam interaksi sosial di 
masyarakat tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 
teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dimana digunakan untuk mendapat 
informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman 
wawancara sesuai dengan masalah yang diteliti dokumentasi penelitian memperoleh data dengan cara 
mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis arsip maupun gambar yang berkaitan 
dengan peran kepala soa dalam interaksi sosial merupakan salah satu desa yang 
mengimplementasikan peran kepala soa dalam interaksi sosial dalam peran kepala soa juga terdapat 
nilai-nilai budaya kewarganegaraannya yakni nilai sosial,nilai kebersamaan, nilai agama dan nilai 
moral. Semua nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat desa waenalut. 
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PENDAHULUAN  
Indonesia adalah salah satu negara yang besar dan terdiri dari berbagai macam daerah 

tersebut memiliki ciri khas tersendiri dengan beragam suku, bahasa dan budaya 
keanekaragaman budaya bangsa iondonesia yang terdiri atas 18 lingkungan adat 250 bahasa 
daerah keanekaragaman sistem kekerabatan, gaya estetika pertunjukan rakyat tradisional 
semuanya adalah produk dari kegiatan etnis,moral dan nasional yang di warisi oleh para 
leluhur bangsa indonesia (sartono kartodirjo, 1990: 32) Kebudayayaan indonesia jelas 
menunjukan sesuatu kemajuan. Kemajuan ini merupakan suatu kehaksanan budaya bangsa 
yang dimulai dari kebudayaan tradisonal. Dalam rangka membina dan mengembangkan 
kebudayaan nasional maka unsur-unsur kebudayaan daerah dapat memperkaya kebudayaan 
nasional. Hal ini karena kebudayaan indonesia bertoleransi pada kebudayaan yang 
berkembang di daerah keanekaragaman suku bangsa dan tradisi. Terlihat pada bentuk nilai 
adat istiadat yang di anggap sukar yang berfungsi untuk mengukur dan mengendalikn tata 
kehidupan masyaraKAt bentuk dan nilai ini tergambar dalam budaya yang dimiliki oleh 
masing-masing masyarakat dalam bentuk adat istiadat, kepercayaan maupun dalam 
kehidupan sosial masyarakat. Demikian yang juga terjadi Desa Waenalut Kecamatan 
Namroleh Kabupaten Buru Selatan. Dalam masyarakat desa waenalut diorganisasikan 
menurut-menurut rumah tangga yang mengikuti garis keturunan patrilial salah satu 
perangkat desa diikuti dengan pola tradisional organisasi sosial di kabupaten buru selatan 
berbagai persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa kepala soa sebagai bagian dari unsur 
soa harus turut berperan dalam masyarakat hukum adat di kabupaten buru selatan yang 
merupakan bagian dari masyarakat buru selatan soa sebagai bagian dari desa yang dipimpin 
oleh seorang kepala soa yang mewakili soa bertindak keluar dan didalam kepala soa harus 
mampu menyalurkan aspirasiyang sesuai dengan kepentingan anggota soanya. 
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Bertolak pada pemahaman ini. dapat diklasifikasi bahwa pimpinan informal seperti 
kepala soa legitimasi dengan pengakuan yang boleh besar oleh masyarakat. Mereka tidak 
dipaksakan untuk harus menjadi pemimpin atau dasar pengangkatan resmi serta dikarenakan 
ada pemberian dari atasannya meraka diangkat oleh masyarakat dengan penuh kesadaran 
dan pertimbangan kultural setempat yang ditopang kecakapan-kecakapan tertentu. 
Disamping pengaruh unsur-unsur tradisional lebih dihayati dalam proses tersebut sehingga 
mempermudah mereka dalam menggerakan masyarakat-masyarakat akan lebih memahami 
dan mematuhi apa yang dikemukakan oleh mereka. Pimpinan informan tidak mendapatkan 
pengangkatan informan sebagai pimpinan namun memiliki sebuah kual Geba Bitas Unggul. 
Dia mendapat kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi pisikis dan 
perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas penulis sangat 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran kepala soa dalam interaksi sosial Di Desa 
Waenalut Kabupaten Buru Selatan.  
 
METODE PENELITIAN 

Adapun penelitian yang dilakukang menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian 
yang ditinjaukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena yang 
bersifat alamiah ataupun rakyat manusia. (Nana Sukamandinata 2008: 72) Teknik 
pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan 
diantaranya: observasi adalah pengumpulan data awal dengan malakukan pengamatan 
langsung pada objek yang akan diteliti (Sugiyono 2014) dan wawancara menurut Esterbeerg 
(dalam sugiyono, 2016: 232) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informan dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 
topik tertentu. Dan dokumentasi membuat hasil dari wawancara atau observasi akan lebih 
dipercaya atau kredibel (sugiyono 2016:240).Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu 
teknik analisis data model interaktif dari miles dan huberman ini memiliki tiga tahapan, 
yaituh reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Peran Kepala Soa 

Peran kepala soa adalah menginformasikan sejak awal bahwa keberhasilan kampung 
merupakan hasil kerja sama antara masyarakat dan pemwrintahan setempat. Peran kepala 
soa sangat penting berkaitan dengan proses penyadaran akan keberadaan masyarakat dalam 
mempraktekan apa yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Hal ini berkenan dengan 
pemikiran vincent, (1970) menegaskan bahwa peran kepala soa tidak lain adalah untuk 
menyadari masyarakat akan mempraktikan apa yang dipelajari dalam kehidupan nyata. 
Sekaitan dengan hal tersebut dalam pemikiran teori strukturasi, yang dikemukakan oleh 
Anthony Giddens,(dalam dadang supardan, 2009:159) Bahwa dalam hubungan interaksi 
sosial kemasyarakatan diperlukan suatu tindakan nyata dari seorang actor atau pelaku yang 
dipandang memiliki kewenagan dan tugas tugas tertentu dalam suatu komunitas tertentu 
pula, yang direduksi menjadi kekuatan-kekuatan social yang impersonal dan determina. 
Artinya bahwa dalam hubungan interaksi sosial seorang pemimpin harus memahami wujud 
kesesuain antara ucapan tindakan, atau signifikansi dan aksi. 

Semua diwujudkan dengan memperhatikan kondisi setiap masyarakat dan 
membentuknya kearah perkembangan di masyarakat. Sebagai partisipasi tidak hanya 
berperilaku akan tetapi berperilaku melalui interaksinya dengan masyarakat. Pada awalnya 
soa lesnussa terbentuknya dalam suatu bapa dan akan terbagi atas anak sehingga menjadi 
lima mata rumah yaituh masing-masing terdiri dari Huma Umet, Huma Latu, Huma lagi Huma 
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Puha dan Huma Ada oleh karena itu diatara kelima mata rumah ini terbentuk satu Kepala Soa 
yaitu untuk memimpin kelima mata rumah tersebut agar menjadi suatu marga yang harus di 
kepalai oleh kepalah soa tersebut. untuk mengatur segalah sesuatu yang menjadi tangung 
jawabnnya sebagai kepala soa. 
 
Interaksi Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Hukum Adat  

Guna menemukan suatu pengertian yang baku tentang hukum adat hingga kini masih 
sulit. Terdapat hal mendasar yang melatar belakangi sulitnya mendefinisikan hukum adat 
yang baku dan menyeluruh. Sifat dan pembawaan. Sifat dan pembawaan hukum yang secara 
langsung selalu mengarah pada dua kenyataan yaituh tertulis atau tidak tertulis meskipun 
sulit untuk mendefinisikan hukum adat, terdapat beberapa pandangan tentang pengertian 
hukum adat yang dianggap perlu untuk menghindari kesalahan pemahaman tentang istilah 
hukum adat. Berdasakan lingkugan daerah (teritorial). Kemudian hal itu ditambah lagi 
dengan susunan yang berdasarkan pada kedua dasar tertentu di atas. 
 
Pemerintahan Adat di Desa Waenalut  

Desa Waenalut dengan sistem keturunan patrilieal memiliki kesatuan yang disebut Desa 
secara kroonologis eksistensi dari terbentuknya masyarakat dimulai dari rumah tangga 
kemudian membentuk mata rumah. selanjutnya gabungan dari beberapa mata rumah 
membentuk soa yang di kepalai oleh seorang kepala soa dan akhirinya dari soa terbentuk 
desa sebelum datang pengaruh orang-orang luar terutama orang barat. 
 
KESIMPULAN 

Kepala soa sebagai fasilitator dalam bentuk membina keakraban antara masyarakat 
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyususn program kegiatan masyarakat telah 
dilakukan dengan cukup baik. Peran kepala soa sebagai motivator dalam bentuk memberikan 
penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi kegiatan kerja di desa dan juga menggunakan 
sangsi yang efektif serta memberikan penilaian yang adil dan transparan telah dilakukan 
dengan cukup baik. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih lebih 
individu manusia dimana kelakuan individu manusia dimana kelakuan individu yang lain atau 
sebaliknya suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua 
syarat yaitu adanya kontak sosial dan komonikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 
tiga bentuk yaituh antara orang perorang dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya 
antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. 
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